
Rericaria Kerja Perrierirrtah Daerah Tahun 2023 ya.ng

dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal
21 September 2023;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu

menetapkan Peraturan Daerah ten tang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan

Menimbang

BUPATIPURWAKARTA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
TAHUNANGGARAN2023

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA
NOMOR 11 TAHUN2023

BUPATIPURWAKARTA
PROVINSIJAWABARAT



C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud ~alam huruf a, dan huruf b perlu

menetapka I Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran endapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2123.

1. Pasal 18 yat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik In onesia Tahun 1945;

2. Undang-Un ang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintah n Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi DjawaBarat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

tentang

Jawab

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

6.



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972),

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

sebagaimana telah diu bah dengan Peratu ran

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nornor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6179);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan Barang/Uasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 63);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Talrun 2020

ten tang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan



Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara R.epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor

581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 ten tang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 910);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor972);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007
Nomor7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nornor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2019-2023);



5. Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

Pasa!1

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023.

Menetapkan

Dan
BUPATIPURWAKARTA

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Nomor6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor9)

, "



,---------------------------_._----------

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Penerirnaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas umum daerah.

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas urnurn daerah.

9. Pendapatan Daerah adalah hak pernerintah daerah yang diakui sebagai

penarnbah nilai kekayaan bersih.

10. Belanja adalah kewajiban pernerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih an tara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang an tara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

13. Pernbiayaan Daerah adalah sernua penerirnaan yang perlu dibayar kernbali

darr/ atau pengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPAadalah

selisih lebih realisasi penerirnaan dan pengeluaran anggaran selarna satu

periode anggaran.

15. Pinjarnan Daerah adalah sernua transaksi yang mengakibatkan daerah

rnenerirna sejurnlah uang atau rnenerirna rnanfaat yang bemilai uang dari

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

16. Piutang daerah adalahjumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

daerah darr/atau hak pernerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

17. Utang daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar pernerintah daerah

dan Iatau kewajiban pernerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna rnendanai kegiatanyang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalarn satu tahun
anggaran.

19. Investasi adalah penggunaan asset untuk rnemperolehmanfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial darr/atau rnanfaat lainnya



: Rp50.843.834.013,-

: Rp5.000.000.000,-

setelah Perubahan

setelah perubahan

pembiayaan netto

jumlah pengeluaran pembiayaandaerah

: Rp15.000.000.000,-
: Rp(10.000.000.000,-)

: Rp55.843.834.013,-setelah perubahan

2. Pengeluaran PembiayaanDaerah
a) semula
b) (berkurang)

jumlah penerimaan pembiayaandaerah

: Rp65.043.170.745,­
: Rp (9.199.336.732,-)

: Rp2.661.124.406.045,-

: Rp2.552.797.647.962,­
: Rp108.326.758.083.-

: Rp2.610.280.572.032,-

: Rp2.502.754.477.217,­
: Rpl07.526.094.815,-

setelah perubahan

c. PembiayaanDaerah
1. Penerimaan PembiayaanDaerah

a) semula
b) (berkurang)

b. BelanjaDaerah
1. semula
2. bertambah

jumlah belanja daerah

setelah perubahan

a. Pendapatan Daerah
1. semula
2. bertambah

jumlah pendapatan daerah

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 yang semula berjumlah Rp2.502.754.477.217,- bertambah sejumlah

Rp107.526.094.815,- sehingga menjadi Rp2.610.280.572.032,- dengan rincian

sebagai beriku t :

Pasa12

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



d. Lain-lain Pendapatan AsliDaerah YangSah
1. semula : Rp226.158.063.521,-

: Rp9.717.532.000,-dipisahkan setelah perubahan

kekayaan daerah yang

c. Hasil PengelolaanKekayaanDaerah YangDipisahkan
1. Semula : Rp9.717.532.000
2. bertambah/(berkurang) : RpO,OO,-

jumlah hasil pengelolaan

: Rp41.449.934.774,-

: Rp41.449.934.774,­
: RpO.OO,-

: Rp510.759.250.000,-

: Rp485.485.000.000,­
: Rp25.274.250.000,-

setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1. semula
2. bertambah/(berkurang)

jumlah retribusi daerah

jumlah pajak daerah

setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Sernula
2. Bertambah

: Rp1.822.195.791.737,-

: Rp1.739.943.946.922,­
: Rp82.251.844.815,-

: Rp788.084.780.295

: Rp762.810.530.295,­
: Rp25.274.250.000,-

setelah perubahan

1. semula
2. bertambah

jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer
1. Semula
2. Bertambah

jumlah Pendapatan Transfer

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri
dari :
a. Pendapatan AsliDaerah

: Rp.O.OO,-

Pasal 3

Daerah Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran



: Rp350.403.683.106,-

: Rp16.598.701.646,-

: Rp6.845.000.000,­
: Rp9.753.701.646.-

: Rp257.816.441.860,-

: Rp249.731.543.914,­
: Rp8.084.897.946.-

: Rp2.036.305.579.433,-

: Rp1.945.817.420.942,­
: Rp90.488.158.491.-

d. Belanja Transfer
1. semula

c. Belanja TidakTerduga
1. semula
2. bertambah

Jumlah belanja tidak terduga

Setelah perubahan

Setelah perubahan

b. Belanja Modal

1. semula
2. bertambah

Jumlah belanja modal

setelah Perubahan

1. semula
2. bertambah

jumlah belanja operasional

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri
dan:
a. Belanja Operasional

: Rp275.461.644.950,-

: Rp221.534.077.345
: Rp53.927.567.605.-

: Rp1.546.734.146.787,-

Pasa! 4

setelah peru bah an

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1. semula
2. bertambah

jumlah Transfer Antar Daerah

setelah peru bahan

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb terdiri
dari jenis Pendapatan :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. semula : Rp1.518.409.869.577,-
2. bertambah : Rp28.324.277.210.-

jumlah Transfer Pemerintah Pusat

: Rp226.158.063.521,-

: RpO.OO,-

yang sah setelah perubahan

2. bertambahf(berkurang)

jumlah pendapatan asli daerah



: Rpl06.283.050.644,-setelah perubahan

jumlah belanja ModalPeralatan dan Mesin

: Rp98.767.789.781,­
: Rp7.515.260.863,-

b. Belanja ModalPeralatan dan Mesin
1. semula
2. bertambah

: Rp3.962.113.900,-

jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan

: Rp9.240.000.000,-
: Rp(5.277.886.100l.-

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari
jenis Belanja :
a. Belanja ModalTanah

1. semula
2. (berkurang)

: Rp3.648.810.500,-setelah perubahan

: Rp3.874.531.000,­
: Rp(225.720.500,-)

d. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
2. (berkurang)

jumlah belanja bantu an sosial

: Rp79A17.369.338,-setelah perubahan

: Rp52.470.089.338,­
: Rp26.947.280.000,-

c. Belanja Hibah
1. Semula
2. Bertambah

jumlah belanja hibah

: Rp971.142.426.748,-setelah perubahan

: Rp917.823.005A75,­
: Rp53.319.421.273,-

b. Belanja Barang dan Jasa
1. semula
2. bertambah

jumlah belanja bunga

: Rp982.096.972.847,-setelah perubahan

: Rp971.649.795.129,­
: Rp10A47.177.718,-

1. semula
2. bertambah

jumlah belanja pegawai

(2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Belanja:
a. Belanja Pegawai

: Rp350A03.683.106,-Setelah peru bahan

: RpO.OO,-2. bertambah/(berkurang)

.Jurnlah belanja transfer



: Rp305.441.490.000,-setelah peru bahan

jumlah belanja bantuan keuangan

: Rp305.441.490.000,­
: RpO,OO,-

b. Belanja Bantuan Keuangan
1. semula
2. bertambah/{berkurang)

: Rp44.962.193.106,-setelah peru bahan

jumlah belanja bagi hasil

: Rp44.962.193.106,­
: RpO.OO,-

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari
jenis Belanja :
a. Belanja Bagi Hasil

1. semula
2. bertambah / (berkurang)

: Rp16.598.701.646,-setelah peru bah an

jumlah belanja tidak terduga

: Rp6.845.000.000,­
: Rp9.753.701.646,-

(1) huruf c(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pad a ayat
terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Tidak Terduga

1. semula
2. bertambah

: Rp8.188.806.056,-setelah peru bahan

jumlah Modal Aset Tetap Lainnya

: Rp8.168.556.056,­
: Rp20.250.000,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. semula
2. bertambah

: Rp66.309.152.233,-setelah peru bahan

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi
1. semula : Rp63.136.974.472,-
2. bertambah : Rp3.172.177.761,-

jumlah Modal Jalan Jaringan dan lrigasi

: Rp73.073.319.027,-setelah peru bahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. semula : Rp70.418.223.605,-
2. bertambah : Rp2.655.095.422,-

jumlah Modal Gedung dan Bangunan



: RpS.OOO.OOO.OOO,-setelah Peru bahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. semula : RpS.OOO.OOO.OOO,-
2. bertambah/(berkurang) : RpO.OO,-

jumlah penyertaan modal

(investasi) Pemerintah Daerah

: Rp.O,OO,-cadangan setelah Perubahan

: Rp10.000.000.000,-
: Rp(10.000.000.000,-)

1. semula
2. (berkurang)

jumlah pembentukan dana

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

: Rp5S.843.834.013,-setelah Peru bah an

: Rp6S.043.170.745,­
: Rp(9.199.336.732,-)

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran

1. semula
2. (berkurang)

jumlah sisa lebih
sebelumnya

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri darijenis Pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
sebelumnya

: RpS.OOO.OOO.OOO,-setelah peru bahan

jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

: Rp15.000.000.000,-
: Rp(lO.OOO.OOO.OOO,-)

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. semula
2. (berkurang)

: Rp5S.843.834.013,-setelah peru bahan

jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

: Rp6S.043.170.745,­
: Rp(9.199.336.732,-l

1. semula
2. (berkurang)

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri
dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pasal 5



UrusanmenurutAPBDPerubahanRincianLampiran III3.

Lampiran II2.

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompokdan Jenis Pendapatan, Belanja,dan
Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I1.

UraianIebih lanjut perubahan APBDsebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, yang terdiri dari :
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(3) Keperluanmendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
darr/atau

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan.

(2) Keadaandarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;danZatau
c. Kerusakan saranaj'prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
darr/atau pengeluarannya melebihipagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



Penjabaran Perubahan APBDsebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPDdan PPASdengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XIV

Lampiran XIII

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran IX

Lampiran VIII

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran V

Lampiran IV

15.
16.

14.

13.

10.

11.

12.

9.

8.

6.

7.

5.
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EG PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA
PROVINSIJAWABARAT: (11/191/2023)

DAERAHKABUPATENPURWAKARTATAHUN2023 NOMOR11

SEKRE IS DAERAH
KABUPATN URWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
pada tangg 31 Oktober 2023

I ,11~ BEN IRWAN

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Oktober 2~23

Q"W fj. BUPATI URWAKARTA, ~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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